








3. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Pengaturan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Ketua DPRD adalah setelah
Nomor Polisi Kendaraan Dinas Bupati;

(2) pengaturan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Wakil Ketua DPRD diatur
setelah Nomor Polisi Kendaraan Dinas Ketua Pengadilan Negeri dan Wakil
Bupati;

(3) pengaturan Nomor Polisi Kendaraan Dinas yang mengalami Perubahan
diatur dengan Peraturan Bupati.

4. Penjelasan Pasal 20 dan Pasal 21 dihapus

5. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disispkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 21a
sehinga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21a
Standar rumah jabatan dan rumah dinas untuk Pimpinan dan Anggota
DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dan pasal 21 tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

6. Ketentuan ayat (3) Pasal 23 diubah,sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1). Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah
Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang
bersangkutan diberikan tunjangan Perumahan.

(2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dalam bentuk uang sewa dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai
tanggal pengucapan Sumpah /Janiji.

(3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas serta
standar harga setempat yang berlaku, yang penghitungannya mengacu
pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal I1
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Kerinci.
Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal, 3 owroger 2016

PAT) KERINCI,
ADIR
Diundangkan di Sungai Penuh
pada_tanggal 3 OwTeger 2016
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LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
/HK-2016

NOMOR i
TANGGAL 3 OMromiR

2016

TABEL PERHITUNGAN TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

Parameter

Ketua DPRD

Wakil DPRD

Anggota DPRD

Luas Bangunan (M?)

300

250

150

Luas Tanah (M%)
Nilai Sisa Bangunan
Klasifikasi Tanah
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1. Ruang Tamu :
2. Sofa dan Meja Tamu | 1 1 1
3. AC 1 1 1
4. Karpet 1 1 1
1. Ruang Keluarga
2. TV 1 1 1
3. Sofa 1 1 1
4. Karpet 1 1 1
5. Kipas Angin 1 1 1
1. Ruang Pertemuan
2. Sound System 1 0 0
3. AC 1 0 0
4. Kursi dan Meja 1 0 0
5. Karpet 1 0 0
6. Infokus 1 0 0
1. Ruang Dapur
2. Satu Set

Perlengkapan Dapur | 1 1 1
3. Exhouse Fan 1 1 1
1. Kamar Mandi
2. Closet 1 1 1
1. Ruang Makan
2. Meja dan Kursi|1 1 1

Makan
3. Lemari Makanan 1 1 1
1. Ruang Ibadah
2. Perlengkapan Ibadah | 1 1 0
1. Pos Satpam
2. Meja dan Kursi 1 1 0

Rumus Perhitungan Jumlah Tunjangan Perumahan :
Tunjangan Perumahan = Harga Sewa Rumah + Biaya Perlengkapannya

KERINCI,




PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR { TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

111

V.

DAERAH KABUPATEN KERINCI

UMUM :

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengubah beberapa
ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Kerinci sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan
Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2005, bahwa dalam rangka
penyesuaian perubahan beberapa Peraturan Perundan-Undangan yvang
menjadi Pedoman dalam pengaturan Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci serta
mendorong peningkatan kinerja dengan menciptakan Kodisi Sosial
Ekonomi yang lebih baik.

Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 juga
diperlukan karena adanya penyesuaian dan penjelasan penerimaan
penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal Demi Pasal :
Pasal |
Angka 1

Pasal 1 Cukup jelas
Angka 2

Pasal 11 Cukup jelas
Angka 3

Pasal 12 Cukup jelas
Angka 4

Pasal 17

Yang dimaksud Alat Kelengkapan lainnya yaitu “Propemperda

dan Panitia Khusus”.
Angka 5

Pasal 20 dihapus
Angka 6

Pasal 21 dihapus
Angka 7

Pasal 21a Cukup jelas
Angka 8

Pasal 23 Cukup jelas
Angka 9

Pasal 23a Cukup jelas
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